
ten tang 
Dalam 

Negara 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

1. 

: a. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa 
kampanye adalah salah satu tahap Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan 
wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
dalam penyelenggaraan pemilihan bupatilwalikota adalah 
menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap 
tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan perkembangan situasi serta 
guna tertib pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, rnaka 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis 
Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Banyumas Tahun 2013; 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 19/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 
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PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS, 
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2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3887); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4252); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5189); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4480) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 
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Ketentuan dalam Lampiran I Romawi V Huruf A angka 11 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 
Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 1 Oktober 
2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 diubah sebagai 
berikut: 
"Debat terbuka pasangan calon periode pertama dilaksanakan 
tanggal 31 Januari 2013." 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19/Kpts/KPU­ 
Kab-012.329373/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 

MEMUTUSKAN : 

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 
Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang 
Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 
Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 
01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Banyumas Nomor O 1 /Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 
tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 
Tahun 2013; 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 
Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 1 
Oktober 2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye 
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 
Tahun 2013; 

3. Serita Acara Rapat Plano Nomor 02/BA/1/2013 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-O 12.329373/2012 tentang 
Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan 
Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 
tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
14 Tahun 201 O tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah 

KESATU 

Menetapkan 

Memperhatikan 
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Purwokerto 
3 Januari 2013 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

KET I GA 

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Banyumas Nomor 19/Kpts/KPU-Kab- 
012.329373/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pedoman 
Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Banyumas Tahun 2013 dinyatakan tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

KEDUA 
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